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Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL, praktikan
mendapat banyak dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga
penulis dapat menyelesaikan laporan PKL ini dengan baik. Untuk itu
praktikan mengucapkan terima kasih, kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta ridho-Nya

kepada praktikan;

2. Kedua orang tua dan kakak-kakak tercinta yang memberikan

dukungan moril maupun materil;

3. lbu Dr. | Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M.Si, Ak, CA selaku

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi;

4. Bapak Petrolis Nusa Perdana, M.Acc.,Ak selaku dosen

pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu

praktikan dalam penulisan laporan PKL,;



5. Seluruh karyawan Sub Bidang Akuntansi BPKD yang telah
membantu dan bekerjasama dengan baik selama pelaksanaan
PKL;

6. Serta teman-teman, kerabat, dan sahabat yang telah
memberikan doa, semangat, dan membantu memotivasi
praktikan.

Praktikan menyadari bahwa dalam penulisan laporan PKL ini tak luput
dari kekurangan, untuk itu, praktikan mohon maaf. Praktikan
mengharapkan kritik serta saran yang berkaitan dengan isi laporan agar
ke depannya praktikan dapat membuat laporan yang lebih baik lagi.
Semoga laporan PKL ini memberikan manfaat, tak hanya bagi praktikan
sebagai pihak yang terjun langsung melakukan praktik kerja, tetapi juga

pihak lain yang membacanya.

Jakarta, Desember 2018

Praktikan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan
Menurut menteri ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, menjelaskan

bahwa mahasiswa harus membangun karakter pekerja keras selama
menjalani masa perkuliahan. Hal tersebut dibutuhkan agar nantinya saat
memasuki dunia kerja, para mahasiswa sebagai pencari kerja akan
dihadapkan dengan iklim kompetisi pasar kerja yang sangat ketat. Apalagi
jika harus dihadapai oleh perkembangan teknologi dan dunia digital yang

terjadi di era Revolusi Industri 4.0 saat ini (news.okezone.com, 2018).

Salah satunya ada pada sektor pendidikan, dimana sektor ini dituntut
untuk ikut berperan dalam kehidupan masyarakat luas, seperti proses
belajar mengajar dengan menggunakan teknologi sampai akhirnya
mahasiswa dapat menerapkan aplikasi teknologi tersebut setelah
menyelesaikan pendidikan dan mampu menggunakannya dalam dunia
kerja sehingga dapat bersaing dengan kompetitor lainnya.

Untuk itu, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai salah satu
institusi pendidikan harus mempersiapkan mahasiswanya agar menjadi
Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga mampu bersaing dalam
dunia kerja. Mahasiswa dituntut untuk memiliki keterampilan dan keahlian
yang baik. Salah satu cara meningkatkan keterampilan dan keahlian

dengan mempelajarinya di dalam bangku perkuliahan.


http://www.news.okezone.com/

Keterampilan dan keahlian yang diberikan di bangku perkuliahan
melalui proses belajar mengajar hanya sebatas teori saja. Hal tersebut tentu
saja tidak cukup untuk bekal mahasiswa dalam menghadapi ketatnya
persaingan di dunia Kkerja. Tidak sedikit perusahaan yang mencari
karyawan dengan mensyaratkan memiliki pengalaman kerja di bidang
masing-masing. Maka, agar mahasiswa memiliki kemampuan yang di
butuhkan, diperlukan adanya pengalaman dalam merasakan bagaimana
dunia kerja yang sesungguhnya.

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu upaya
penyelenggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. PKL
ini sebagai media pembelajaran mahasiswa dalam mengaplikasikan teori
yang telah diterima dalam perkuliahan yang langsung diterapkan. Dalam
mata kuliah PKL memberikan gambaran bagaimana situasi dan kondisi
yang kelak akan dihadapi mahasiswa di dunia kerja, yang agar nantinya
mahasiswa setelah lulus mengetahui tentang dunia kerja.

Dalam program PKL yang diselenggarakan oleh Prodi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) merupakan syarat
kelulusan bagi mahasiswanya PKL wajib dijalani selama 40 hari kerja
agar tujuan PKL tercapai. Dengan mengikuti program PKL, mahasiswa
diharapkan dapat mengembangkan potensi diri dan memiliki keterampilan,
keahlian, serta menambah wawasan dan pengetahuan dan disiplin kerja

yang tinggi sehingga menjadi tenaga kerja yang terampil.



Sebagai salah satu mahasiswa Akuntansi FE UNJ yang telah
memasuki tahun terakhir, maka praktikan di wajibkan mengikuti program
PKL. Pada kegiatan PKL, praktikan memperoleh kesempatan untuk
melakukan PKL di Badan Pengelola Keuangan (BPKD) Provinsi DKI
Jakarta, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Gedung
Balaikota blok G It 14. Praktikan ditempatkan sebagai staf Akuntansi
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta.

. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan
PKL yang dilakukan oleh praktikan harus bermanfaat bagi praktikan,

Universitas, dan bagi tempat praktikan melaksanakan PKL, yakni BPKD.
Berikut merupakan maksud dan tujuan diadakannya Program PKL, yakni:
1. Maksud, antara lain:
a. Merupakan salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan
pendidikan di tingkat Strata 1,
b. Mengaplikasikan, menerapkan dan membandingkan pengetahuan
akademis yang telah didapat selama perkuliahan;
c. Mempelajari bidang akuntansi, khususnya akuntansi pemerintahan
secara mendalam dengan melakukan praktik kerja di instansi
pemerintah yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

Provinsi DKI Jakarta; dan



d.

Membina dan meningkatkan kerja sama antara Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri jakarta dengan Badan Pengelola Keuangan

Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2. Tujuan, antara lain:

a.

Memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan
dan memnubhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi
dari Universitas Negeri Jakarta;

Mencari pengalaman dan realitas di dunia kerja, sehingga memiliki
bayangan sebelum terjun di dunia kerja;

Melatih  praktikan untuk bersikap dewasa, mandiri, dan
bertanggung jawab serta dapat menyesuaikan diri dengan
lingkungan kerja; dan

Untuk memperoleh data dan informasi tentang Badan Pengelola
Keuangan Daerah yang berguna sebagai bahan pembuatan laporan

PKL.

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

Terdapat beberapa kegunaan baik bagi praktikan, Fakultas Ekonomi

maupun instansi tempat melaksanakan PKL, yaitu:

1. Manfaat bagi praktikan:

a.

Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat
bersosialisasi dan berinteraksi dengan karyawan yang telah
berpengalaman di dunia kerja nyata;

mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dibangku perkuliahan;



c. Mendapat pelajaran-pelajaran baru yang tidak didapat dalam
kegiatan perkuliahan; dan

d. Melatih dan mempersiapkan diri praktikan untuk berkompetisi
dengan tenaga kerja lainnya.

2. Manfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta:

a. Menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Negeri Jakarta
dengan instansi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa
untuk melaksanakan PKL; dan

b. Menyiapkan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
yang handal dalam bidang akuntansi.

3. Manfaat bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi

DKI Jakarta:

a. Menjalin hubungan baik dan menumbuhkan kerjasama yang saling
menguntungkan dan bermanfaat antara Universitas Negeri Jakarta
dengan BPKD Provinsi DKI Jakarta;

b. Membantu kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari; dan

c. Mampu melihat potensi yang dimiliki mahasiswa yang
melaksanakan PKL, sehingga akan lebih mudah dalam melakukan

perencanaan peningkatan sumber daya manusia.



D. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Praktikan melaksanakan PKL di Institusi yang bergerak dalam bidang
Pengelolaan Keuangan daerah, Praktikan ditempatkan pada:
Nama : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
Alamat : Balaikota Blok G It. 7, 14, 15. Jalan Medan Merdeka Selatan,
No. 8-9, Jakarta Pusat
Telepon :021- 3455038

Website : www.bpkd.jakarta.go.id

Bagian  : Sub Bagian Akuntansi

Praktikan memilih BPKD Provinsi DKI Jakarta sebagai tempat PKL
karena praktikan ingin mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan
pemerintahan, khususnya dalam Provinsi DKI Jakarta. Karena BPKD
adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) milik
Pemerintah Provinsi DKI yang mengelola seluruh keuangan SKPD-SKPD

seluruh instansi / dinas di DKI Jakarta.

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan
Dalam melaksanakan PKL, praktikan melaksanakan kegiatan praktik

lebih kurang selama dua bulan, dimulai sejak tanggal 16 Juli sampai
dengan 14 September 2018. Hari dan jam kerja praktikan adalah hari
Senin sampai Jumat dengan jam kerja mulai dari 07.30-16.00 WIB.
Waktu tersebut merupakan waktu yang efektif bagi praktikan untuk
melakukan PKL karena pada saat itu tidak ada mata kuliah yang diambil

oleh praktikan.


http://www.bpkd.jakarta.go.id/

Selama melaksanakan PKL, praktikan melalui berbagai tahapan yang
harus dilalui. Berikut tahapan — tahapan yang harus dilalui oleh praktikan:
1. Tahap Persiapan:

Pada tahap persiapan, praktikan mulai mencari informasi dan
referensi tempat yang akan dijadikan sebagai pelaksanakan PKL.
Setelah praktikan melakukan pencarian informasi, akhirnya praktikan
memutuskan untuk mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di
Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat
(BAKHUM) yang ditujukan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah
(BPKD) Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya praktikan menerima
konfirmasi dari kantor BPKD yang menyetujui praktikan untuk
melaksanakan PKL di tempat tersebut selama lebih kurang 42 hari
kerja. Praktikan di tempatkan di bagian akuntansi.

2. Tahap Pelaksanaan:

Pada tanggal 16 Juli 2018 praktikan memulai PKL di Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta yang
dilaksanakan setiap hari kerja dimulai pada pukul 07.30-16.00 WIB
dengan waktu istirahat dari pukul 12.00-13.00 WIB. Pelaksanaan
tersebut dilakukan selama 42 hari kerja sampai tanggal 14 September

2018.



3. Tahap Pelaporan:

Praktikan melakukan penyusunan laporan PKL untuk
menyelesaikan mata kuliah PKL dan sebagai salah satu syarat
kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ.
Praktikan mempersiapkan dan mengumpulkan data-data yang
diperlukan dalam menyusun laporan PKL. Pengumpulan data
dilakukan oleh praktikan sejak awal sampai akhir masa PKL di BPKD.
Praktikan juga dibantu oleh dosen pembimbing dalam penyusunan

laporan PKL.



BAB |1
TINJAUAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAERAH (BPKD) PROVINSI DKI JAKARTA

A. Sejarah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

Untuk melaksanakan pasal 151 Peraturan Daerah (Perda) No. 10
tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah
Provinsi DKI membentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Badan Pengelola Keuangan
Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pada 14 April 2009 ditetapkan Peraturan Gubernur No. 39 tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
adalah hasil penggabungan atas tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), yaitu:

1. Biro Perlengkapan yang menangani aset daerah.
2. Biro Keuangan yang menangani laporan dan anggaran
3. Kantor Penerimaan Kas Daerah (KPKD) yang menangani pencairan

dana.
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Setelah BPKD terbentuk, maka SKPD Biro Perlengkapan, Biro
Keuangan, dan Kantor Penerimaan Kas Daerah di bubarkan. Lima tahun
setelah itu muncul Peraturan Daerah No. 12 tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah. Maka untuk dapat melaksanakan ketentuan pasal 123
ayat 2 Perangkat Daerah No. 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur No. 254 tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah yang ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2014.

Kemudian di tahun 2015, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
berubah nama menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Provinsi DKI Jakarta. Karena dalam Peraturan Daerah No. 12
tahun 2014 terlampir bahwa fungsi BPKD tidak hanya menangani
pengelolaan keuangan daerah saja, namun mencakup pula pengelolaan aset

daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal-pasal 13 Peraturan Daerah No 5
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 254
tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan
Daerah. Pergub ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2016. Pada Bab 2
pasal 2 dan pasal 3, menjelaskan:

1. BPKD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan.
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2. BPKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

3. BPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah.

4. BPKD mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan.

Sehingga pada tahun 2017 BPKAD Provinsi DKI Jakarta dipecah
menjadi 2 SKPD, vyaitu: Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi
DKI Jakarta dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Visi

Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki
serta visi dan misi Gubernur yang tercantum di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2017-2022, maka visi BPKD Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai
berikut:

“Mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah yang

Transparan, Akuntabel, Responsif, Partisipatif, dan Meningkatkan

Pertumbuhan Perekonomian Jakarta”

Pernyataan visi tersebut mengandung rumusan Yyang hendak

diwujudkan oleh pemerintah saat ini hingga 5 (lima) tahun ke depan, yakni
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menjadikan BPKD sebagai lembaga yang profesional dalam mengelola
keuangan daerah, yaitu dalam arti :
1. Transparan
Terbuka, baik dalam proses penyusunan rencana keuangan
maupun dalam “pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
2. Akuntabel
Dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah.
3. Responsif
Menerima dengan baik berbagai masukan yang diberikan oleh
berbagai pihak yang berkepentingan, terutama Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) / Unit Kerja Perangkat Dareah (UKPD), serta
menjadikan masukan tersebut sebagai bahan pertimbangan, baik dalam
perencanaan, pengawasan maupun pengelolaan keuangan daerah.
4. Partisipatif
Membuka kesempatan kepada pihak yang berkepentingan,
terutama SKPD/UKPD, untuk turut serta dalam proses perencanaan dan
pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
5. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Jakarta
Peran serta pengelolaan keuangan daerah dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan perekonomian Jakarta, dengan berupaya
seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan administrasi

keuangan secara sistematis, mudah dan tepat waktu kepada seluruh



13

SKPD/UKPD dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat
terhadap pengelolaan keuangan milik Pemerintah Daerah dengan tetap
mentaati prosedur dan berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Misi
Misi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai

sebuah visi. BPKD memiliki misi:

1. Menjadikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dengan

berbasis teknologi informasi;

2. Menjadikan layanan pengelolaan keuangan daerah yang profesional

dan berkualitas bagi seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder); dan

3. Menjadikan aparatur pengelola keuangan daerah yang profesional.

Strategi

Menimbang jangkauan target makro Provinsi DKI Jakarta
sebagaimana tergambar tersebut diatas, maka kondisi yang diharapkan
untuk BPKD Provinsi DKI Jakarta ke depan adalah menjadi lembaga
pengelola keuangan daerah yang mempunyai strategi sebagai berikut:

1. Penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan
dengan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan secara nasional
dan kebutuhan transaksi di DKI Jakarta;

2. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah;

3. Pengimplementasiaan kaidah-kaidah tat kelola pemerintahan yang baik
(Good Governance) di BPKD;

4. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terintegrasi;
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11.

12.

13.

14.
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Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
(SIPKD) yang terintegrasi dengan sistem informasi pendukung lainnya
untuk menghasilkan laporan keuangan secara realtime sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peningkatan pengelolaan belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) melalui pengembangan sistem informasi subsidi, hibah
bansos, pmp dan utang yang akuntabel dan transparan;

Pengembangan e-budgeting yang terintegrasi dengan SIPKD untuk
menghasilkan perencanaan daerah yang efektif, efisien, tepat waktu
dan transparan;

Peningkatan pengelolaan keuangan BLUD berbasis teknologi
informasi;

Integrasi SIPKD dengan sistem pelaporan pajak Direktorat Jendral
Pajak (DJP) dan sistem penerimaan kas negara di Dirjen
Perbendaharaan;

Pengembangan sistem forecasting yang terintegrasi dengan sistem
perencanaan dan sistem capaian kinerja untuk menjamin ketersediaan
kas yang terencana, transparan dan optimal,

Analitis potensi penerimaan/pendapatan daerah;

Perluasan kerjasama dengan perbankan dan channel lainnya;

Evaluasi pencapaian penerimaan pendapatan;

Pengembangan SIMPAD yang terintegrasi dengan SIPKD; dan
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15. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka

optimalisasi penerimaan dana bagi hasil.

. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam sebuah instansi pemerintahan merupakan
hal yang penting. Dengan adanya struktur organisasi menjadi suatu alat
yang dapat mengendalikan jalannya kegiatan pemerintahan yang
beranekaragam dan harus dilakukan dengan tepat, karena adanya
pembagian tugas dengan bidang masing-masing. Struktur organisasi
tersebut secara bagan terdapat dalam Lampiran 7. Dan struktur organisasi
tempat praktikan bekerja, yaitu Bidang Akuntansi, secara bagan terdapat
dalam Lampiran 8.

Namun dapat dijelaskan bahwa susunan (struktur) organisasi Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai
berikut:

1. Kepala Badan
Kepala Badan merupakan kedudukan tertinggi dalam struktur

organisasi di BPKD yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Sekertaris Daerah. Kepala badan mempunyai tugas:

a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
BPKD;

b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat,
Bidang, Suku Badan Kota, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok

Jabatan Fungsional;
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c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD,
dan/ atau Instansi Pemerintah / Swasta dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi BPKD;

d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.

2. Wakil Kepala Badan
Wakil Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, wakil kepala badan
mempunyai tugas:

a. Membantu Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas dan
fungsi BPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. Membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan koordinasi dengan
instansi pemerintah;

c. Membantu Kepala Badan dalam koordinasi dan pengendalian
pelaksanaan renstra, dokumen pelaksanaan anggaran dan kebijakan
yang ditetapkan Kepala Badan;

d. Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan pelaksanaan
tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Badan Kota/Kabupaten
dan Unit Pelaksana Teknis;

e. Membantu Kepala Badan dalam monitoring dan pengendalian

penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja daerah;
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Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan dan
mengendalikan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan; h.
mewakili Kepala Badan apabila berhalangan dalam melaksanakan
tugasnya. (2) Wakil Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan.

3. Sekretariat

Sekretariat merupakan unit kerja staf BPKD. Sekretariat dipimpin

oleh seorang Sekretaris BPKD yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai

tugas melaksanakan administrasi BPKD. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat;

Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat;

Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran BPKD;

Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan

dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
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e. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi rencana
strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran BPKD oleh unit
kerja BPKD;

f. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis
BPKD;

g. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BPKD;

h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPKD;

i. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara BPKD;

j. Penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan sarana kerja BPKD;

k. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPKD;

I. Pengoordinasian penyusunan laporan tindak lanjut hasil Rapat
Pimpinan Gubernur, laporan keuangan, tanggapan atas Laporan
Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas/ Pemeriksa, laporan kinerja,
laporan kegiatan, dan laporan akuntabilitas BPKD;

m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Sekretariat.

Bidang Anggaran
Bidang Anggaran merupakan unit kerja lini BPKD dalam

pelaksanaan penganggaran APBD. Bidang Anggaran dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran mempunyai tugas

melaksanakan penganggaran APBD. Untuk melaksanakan tugas
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sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Anggaran menyelenggarakan

fungsi :

a.

Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Anggaran;

Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Anggaran;

Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
penganggaran APBD,;

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), pendapatan,
belanja tidak langsung dan pembiayaan berkoordinasi dengan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);

Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),
pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan berkoordinasi
dengan Bappeda;

Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD
berkoordinasi dengan Bappeda;

Penyusunan rancangan penjabaran APBD dan rancangan
Penjabaran Perubahan APBD berkoordinasi dengan Bappeda;
Pelaksanaan proses pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran
dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD/UKPD;
Penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD);

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD/APBD

Perubahan:;
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k. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur mengenai Penjabaran
APBD/APBD Perubahan;

I. Penyampaian rancangan APBD/APBD Perubahan kepada
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk di evaluasi;

m. Penyempurnaan Rancangan APBD/APBD Perubahan berdasarkan
hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
berkoordinasi dengan Bappeda;

n. Penyusunan kode rekening berdasarkan usulan SKPD/UKPD;

0. Pelaksanaan proses permohonan pergeseran anggaran dalam
perubahan kode rekening;

p. Pelaksanaan pengendalian anggaran SKPD/UKPD melalui
penerbitan SPD berkoordinasi dengan Bidang Perbendaharaan Kas
dan Daerah;

g. Penyusunan nota/ sambutan/penjelasan/jawaban Gubernur terkait
dengan rancangan APBD, penetapan APBD dan perubahan APBD
berkoordinasi dengan Bappeda; dan

r. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang Anggaran.

Bidang Pendapatan Daerah
Bidang Pendapatan Daerah merupakan unit kerja lini BPKD dalam

pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah. Bidang Pendapatan
Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang
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Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Bidang Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pendapatan Daerah;

Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pendapatan Daerah;

Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
pengelolaan pendapatan daerah;

Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain terkait dengan
pengelolaaan pendapatan Daerah serta melakukan evaluasi atas
kerjasama yang telah dilaksanakan;

Pelaksanaan koordinasi pemungutan Pendapatan Daerah yang telah
ditetapkan dalam Perda;

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah atau
SKPD/UKPD terkait perencanaan pendapatan daerah.;

Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan dan
regulasi teknis pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-
lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Bidang Pembinaan
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pelaksanaan evaluasi atas sumber-sumber pendapatan daerah
terkait dengan pengembangan potensi sumber pendapatan daerah

berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait;
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i. Pelaksanaan perhitungan pendapatan daerah dari dana
perimbangan;

j. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam
penetapan plafon pendapatan daerah;

k. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, rekonsiliasi dan evaluasi
realisasi pendapatan daerah;

I.  Penyajian rencana dan realisasi penerimaan pendapatan daerah;

m. Pelaksanaan rekonsiliasi atas pendapatan daerah dengan
SKPD/UKPD terkait SBPK;

n. Penyajian nilai pendapatan daerah;

0. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pencapaian pendapatan
daerah dari plafon yang telah di tetapkan;

p. Penyusunan bahan nota keuangan di Bidang Pendapatan Daerah;

g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang Pendapatan Daerah.

Bidang Akuntansi
Bidang Akuntansi merupakan unit kerja lini BPKD dalam

pelaksanaan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Akuntansi mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan

akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas
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sebagaimana yang telah dituliskan, Bidang Akuntansi mempunyai

fungsi :

a.

Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Akuntansi;

Pelaksanaan rencana strategis dan dolcumen pelaksanaan anggaran
Bidang Akuntansi;

Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan
akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

Penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi dan
pelaporan keuangan daerah;

Pelaksanaan penghimpunan laporan realisasi bulanan, semesteran,
tahunan dan prognosis semester kedua dari SKPD/UKPD
penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan

Pelaksanaan  konsolidasi laporan keuangan dari seluruh
SKPD/UKPD dan instansi yang menggunakan APBD sebagai
bahan penyusunan laporan keuangan daerah;

Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis pelaksanaan sistem
akuntansi keuangan daerah terhadap SKPD/UKPD atau instansi
yang menggunakan APBD;

Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan
keuangan terhadap SKPD/UKPD atau instansi yang menggunakan

APBD;
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i. Pelaksanaan koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia yang
berdampak kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

j. Penyiapan dan penyusunan nota/sambutan/penjelasan/ jawaban
Gubernur dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
terkait dengan laporan keuangan dari SKPD/UKPD;

k. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggunggungjawaban Pelaksanaan APBD;

I.  Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur mengenai

m. Penjabaran Pertanggung,jawaban Pelaksanaan APBD;

n. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggunggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dilakkukan evaluasi;

0. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggunggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil
evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan

p. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Akuntansi.

Bidang Akuntansi memiliki 3 Sub Bidang, yang pertama ialah sub
bidang Akuntansi Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan. Sub
bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan

merupakan satuan kerja Bidang Akuntansi dalam pelaksanaan
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akuntansi keuangan daerah untuk anggaran SKPD/UKPD pada lingkup
bidang pemerintahan, perekonomian dan keuangan.
Sub bidang Akuntansi Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan

Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Akuntansi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Akuntansi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
akuntansi keuangan daerah untuk SKPD/UKPD pada lingkup Bidang
Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan;

d. Menghimpun Laporan Realisasi Bulanan, Semester, Tahunan dan
prognosis semester kedua dari SKPD pada lingkup bidang
pemerintahan, perekonomian dan keuangan;

e. Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan secara periodik sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan terhadap laporan keuangan
SKPD pada lingkup bidang pemerintahan, perekonomian dan
keuangan;

f.  Menyusun dan menyajikan laporan keuangan konsolidasi dari SKPD
/JUKPD pada lingkup bidang pemerintahan, perekonomian dan
keuangan;

0. Melaksanakan koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

BPK RI yang berdampak kepada Laporan Keuangan Pemerintah



26

Daerah pada SKPD bidang pemerintahan, perekonomian dan
keuangan;

Melaksanakan jurnal koreksi kesalahan pembukuan dan penyesuaian
terhadap pendapatan, belanja dan non kas dalam rangka penyusunan
laporan keuangan semesteran dan transaksi akhir tahun dari SKPD
pada lingkup bidang pemerintahan, perekonomian dan keuangan;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan rekonsiliasi dengan

SBPK terkait Laporan Realisasi Bulanan, Semester, Tahunan dan
prognosis semester kedua dari UKPD pada lingkup bidang
pemerintahan, perekonomian dan keuangan;

Melaporkan dan mempertanggung,jawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Akuntansi Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan
Keuangan.

Selanjutnya Sub Bidang Akuntansi Kesejahteraan Rakyat dan

Lingkungan Hidup, dalam Sub bidang Akuntansi Bidang Kesejahteraan

Rakyat, Lingkungan Hidup merupakan satuan kerja Bidang Akuntansi

dalam pelaksanaan akuntansi keuangan daerah untuk anggaran SKPD

/UKPD pada lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.

Sub bidang Akuntansi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan

Hidup mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran

Bidang Akuntansi sesuai dengan lingkup tugasnya;
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Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Akuntansi sesuai dengan lingkup tugasnya;

Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
akuntansi keuangan daerah untuk SKPD/UKPD pada lingkup bidang
Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup;

Menghimpun Laporan Realisasi Bulanan, Semester, Tahunan dan
prognosis semester kedua dari SKPD pada lingkup bidang
Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup;

Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan secara periodik sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan terhadap laporan keuangan
SKPD pada lingkup bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan
Hidup;

Menyusun dan menyajikan laporan keuangan konsolidasi dari
SKPD/UKPD pada lingkup bidang Kesejahteraan Rakyat dan
Lingkungan Hidup;

Melaksanakan koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI yang berdampak kepada Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah pada SKPD lingkup bidang Kesejahteraan Rakyat dan
Lingkungan Hidup.

Melaksanakan jurnal koreksi kesalahan pembukuan dan penyesuaian
terhadap pendapatan, belanja dan non kas dalam rangka penyusunan
laporan keuangan semesteran dan transaksi akhir tahun dari SKPD

pada lingkup bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Hidup;
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Mengoordinasikan dan melaksanakan rekonsiliasi dengan SBPK
terkait Laporan Realisasi Bulanan, Semester, Tahunan dan prognosis
semester kedua dari UKPD pada lingkup bidang Kesejahteraan
Rakyat dan Lingkungan Hidup; dan

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Akuntansi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan
Hidup.

Dan yang terakhir yaitu Sub Bidang Akuntansi 3 atau Akuntansi

Pelaporan Keuangan. Sub bidang Pelaporan Keuangan merupakan satuan

kerja Bidang Akuntansi dalam pelaksanaan penyusunan akuntansi

pelaporan keuangan daerah.

Sub bidang Pelaporan Keuangan mempunyai tugas :

Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Akuntansi sesuai dengan lingkup tugasnya;

Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Akuntansi sesuai dengan lingkup tugasnya;

Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyusunan
akuntansi pelaporan keuangan daerah

Menyusun laporan realisasi keuangan daerah secara periodik;
Menyusun, mengkoordinasikan dan menyajikan laporan keuangan
konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
Menyusun, mengkoordinasikan dan menyajikan laporan keuangan

prognosis;
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g. Menyusun rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

h. Menyiapkan dan menyusun bahan nota/sambutan/penjelasan/ jawaban
Gubernur dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
terkait dengan laporan keuangan dari SKPD/ UKPD;

i. Melakukan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas audit
laporan keuangan Daerah berkoordinasi dengan Inspektorat;

j. Melakukan monitoring laporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;

k. Menyajikan data dan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

I.  Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
dan anggaran Bidang Akuntansi;

m. Melaksanakan koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI yang berdampak kepada Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah;

n. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Akuntansi; dan

0. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbidang Pelaporan Keuangan.

7. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah merupakan unit kerja lini

BPKD dalam pelaksanaan fungsi perbendaharaan dalam hal



o

30

penerimaan, Pengeluaran dan pengelolaan kas daerah. Bidang
Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas
melaksanakan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi :
Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, Bidang
Perbendaharaan dan Kas Daerah;

Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;

Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perbendaharaan
dan pengelolaan kas daerah;

Penerimaan dan pencatatan/pembukuan penyetoran pendapatan
daerah;

Penyusunan anggaran kas Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan
Bidang Anggaran;

Pengelolaan Dana Cadangan Daerah;

Pengelolaan Kas Non Anggaran;

Pengaturan optimalisasi dana daerah yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

Penempatan uang daerah pada Bank;
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J. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
APBD oleh Bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

k. Pembayaran tagihan belanja berdasarkan permintaan pejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah dengan
penerbitan dan pengesahan SP2D;

I. Penerbitan surat keputusan penghentian pembayaran gaji pegawai
daerah; dan

m. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

8. Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unit
kerja lini BPKD dalam pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan
daerah. Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pembinaan
Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan pengelolaan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran

Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
pembinaan pengelolaan keuangan daerah;

Penyusunan produk hukum daerah di bidang keuangan daerah di luar
aset daerah;

Inventarisasi dan evaluasi produk hukum daerah di bidang
pengelolaan keuangan dan menyampaikan rekomendasi pelaksanaan,
penerapan, kendala atau penyempurnaannya;

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis/pelaksanaan APBD;
Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan
keuangan kepada SKPD/ UKPD;

Pembinaan pengelolaan keuangan SKPD/ UKPD yang menerapkan
PPK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) antara lain melalui
penyusunan petunjuk pelaksanaan, monitoring, pengendalian,
evaluasi, bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan;
Pemprosesan penetapan pejabat/pegawai yang ditunjuk dalam
pengelolaan keuangan daerah seperti pengguna anggaran, kuasa
pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan,
bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan
pembantu;

Pelaksanaan  pembinaan  bendahara pengeluaran, bendahara
penerimaan, bendahara pembantu pengeluaran dan bendahara

pembantu penerimaan;
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k. Pengelolaan investasi daerah pada pemerintah, pemerintah daerah
lainnya, BUMD dan masyarakat ;

I.  Pemprosesan tindak lanjut hasil pemeriksaan intern dan ekstern atas
kerugian daerah;

m. Pemprosesan peminjaman dan pemberian jaminan atas nama
pemerintah daerah;

n. Pengoordinasian dan penyelesaian tagihan piutang daerah;

0. Pemprosesan pinjaman daerah;

p. Pengoordinasian penyelesaian hutang daerah;

g. Pengoordinasian penyusunan bahan materi pendidikan dan pelatihan
pegawai di bidang pengelolaan keuangan daerah;

r. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD/ UKPD antara
lain melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan, monitoring,
pengendalian, evaluasi, bimbingan dan konsultasi pengelolaan
keuangan daerah; dan

s. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. Kegiatan Umum Badan Pengelola Keuangan (BPKD)
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) merupakan unsur
pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. BPKD

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Asisten
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Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah. BPKD mempunyai tugas
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
Tugas utama BPKD ialah dalam hal pengelolaan keuangan seluruh

SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari penyusunan

anggaran kegiatan, penyusunan rancangan APBD, pengelolaan belanja dan

pendapatan daerah, hingga ke proses pembuatan laporan keuangan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan umum atau fungsi umum

Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta adalah

sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPKD;

b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
BPKD;

c. Penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman dan standar
teknis pengelolaan keuangan daerah;

d. Penyusunan KUA/KUPA berkoordinasi dengan Bappeda;

e. Penyusunan PPAS berkoordinasi dengan Bappeda;

f. Penyusunan rancangan APBD, pergeseran belanja dan rancangan
perubahan APBD berkoordinasi dengan Bappeda;

g. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;

h. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

I. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

j.  Pengesahan DPA/DPPA-SKPD/UKPD;
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Pengendalian pelaksanaan APBD;

Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh
Bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah
ditunjuk;

Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD;

Penyimpanan uang daerah

Penetapan SPD;

Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan
investasi daerah;

Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

Penyiapan dan pelaksanaan pinjaman serta pemberian pinjaman atas
nama pemerintah daerah;

Pengelolaan utang dan piutang daerah;

Penagihan piutang daerah termasuk prasarana, sarana dan utilitas
umum;

Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

. Penyajian informasi keuangan daerah;

. Penunjukan kuasa BUD;

Pembinaan pejabat fungsional pengelola keuangan daerah;
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Fasilitasi pengembangan kerjasama keuangan;

Penelitian pengembangan keuangan daerah;

Penyusunan kode rekening, analisis standar belanja;

Pengoordinasian pelaporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi
dari SKPD/UKPD;

Pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
Pengoordinasian, monitoring, dan pengendalian pelayanan pajak dan
pemungutan retribusi daerah;

Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi pengajuan
penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah atau
perusahaan berbadan hukum lainnya

Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang BPKD;

Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BPKD;

. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi BPKD; dan

Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

BPKD.



BAB Il
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan

Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta. BPKD adalah
salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah naungan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang akuntansi sektor
pemerintahan dan memiliki tugas / fungsi untuk mengelola seluruh
keuangan daerah SKPD/UPKD yang ada di bawah naungan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta serta membuat Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi DK Jakarta.

Pada saat pelaksaan, praktikan ditempatkan di Bidang Akuntansi
dalam Sub Bidang Akuntansi 1, 2, dan 3. Di Bidang Akuntansi ada satu
Kepala Bidang. Dalam Bidang Akuntansi terdapat tiga Kepala Sub
Bidang, Kepala Sub Bidang Akuntansi 1 (Sub Bidang Akuntansi
Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan), Kepala Sub Bidang
Akuntansi 2 (Sub Bidang Akuntansi Kesejahteraan Rakyat dan
Lingkungan Hidup),dan Kepala Sub Bidang Akuntansi 3 (Sub Bidang
Akuntansi Pelaporan). Dan memiliki 18 staf pada Bidang Akuntansi
BPKD.

Berikut adalah tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan

selama melakukan PKL di BPKD:
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1. Memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Rutin
Bulanan.

2. Melakukan Penginputan Mutasi Kas Operasional BLUD.

3. Melakukan pengecekan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Unreviu.

B. Pelaksaan Kerja
Praktikan memulai PKL pertama kali pada tanggal 16 Juli 2018.

Ketika hari pertama memulai kegiatan PKL, praktikan harus datang ke
Gedung Balaikota lantai tujuh terlebih dahulu untuk bertemu dengan
Sekertariat BPKD tempat praktikan mengajukan surat permohonan PKL.
Setelah itu praktikan di tempatkan di Bidang Akuntansi BPKD yang
berada di lantai empat belas.

Praktikan diminta untuk bertemu Kepala Sub Bidang Akuntansi 1
yang juga sebagai pembimbing praktikan dalam kegiatan PKL.

Praktikan ditempatkan di Sub Bidang Akuntansi 1, 2, dan 3. Pada hari
pertama, praktikan diperkenalkan dengan lingkungan tempat praktikan
bekerja dan karyawan pada Bidang Akuntansi. Kemudian praktikan
ditugaskan untuk mempelajari kebijakan akuntansi di lingkup Pemerintah
Provinsi DK Jakarta.

Setelah cukup mengetahui tentang BPKD dan mempelajari mengenai
pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, lalu praktikan melakukan

tugas sebagai berikut:
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1. Memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Rutin
Bulanan

Verifikasi merupakan sebuah bentuk sederhana dari pemeriksaan
tentang kebenaran laporan, perhitungan uang, dan lain sebagainya.

Laporan Pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat oleh
bendahara pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelola sebagai
pertanggungjawaban pengeluaran uang.

Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran dilakukan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bidang akuntansi Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang dilaksanakan pada setiap
awal bulan paling lambat tanggal 10 setelah bulan bersangkutan
berakhir. Dokumen yang diperlukan untuk melakukan rekonsiliasi
Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran berdasarkan Peraturan
Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 pasal 25 ayat 11 berupa: form 22
berupa Buku Kas Umum (BKU), Surat Pengesahan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, form 50 berupa Laporan
Pertanggungjawaban  Bendahara  Pengeluaran  (SPJ  Belanja
Fungsional), dan Rekening Koran.

Dalam melakukan Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban
Pengeluaran Rutin Bulanan, adapun tahapan yang dilakukan dalam

tugas ini:
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Pertama, praktikan diberikan dokumen Laporan
Pertanggungjawaban Pengeluaran yang sebelumnya sudah
dilakukan pengecekan kelengkapan oleh pembimbing.

Lalu, praktikan diberikan softcopy berbentuk Microsoft Excel
sebagai alat bantu dalam mempercepat pengerjaan verifikasi
laporan pertanggungjawaban Pengeluaran. (Contoh terdapat pada
lampiran 9)

Selanjutnya, praktikan membuka form 22 yakni Buku Kas Umum
dan menginput jumlah penerimaan dan pengeluaran sampai dengan
periode bulan Agustus pada Microsoft Excel. (Contoh terdapat
pada lampiran 10)

Kemudian, praktikan membuka form 50 yakni Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja
Fungsional). Praktikan membuka form 50 bagian penerimaan dan
menginput saldo penerimaan pada LS Gaji, LS Barang dan Jasa,
UP/GU/TU, dan TU Panjar. Lalu, menginput saldo penerimaan
pajak LS Gaji, Pajak Barang dan Jasa, atau Pajak UP/TU/GU.
Melakukan penginputan saldo awal jika terdapat saldo. Praktikan
melakukan pekerjaan yang sama pada form 50 bagian pengeluaran.
(Contoh terdapat pada lampiran 11)

Selanjutnya, praktikan menghitung selisih antara penerimaan dan
pengeluaran pada form 22 dengan jumlah penerimaan dan

pengeluaran pada form 50.
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f. Setelah itu, menginput saldo pada rekening koran. (Contoh terdapat
pada lampiran 12)

g. Selanjutnya, memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Kas yang
dilampirkan SKPD. (Contoh terdapat pada lampiran 13)

h. Jika terdapat selisih maka SKPD harus menjelaskannya di Berita
Acara Pemeriksaan Kas. Jika angka yang terdapat pada Berita
Acara Pemeriksaan kas sama dengan hasil pemeriksaan yang
dilakukan maka praktikan akan memberitahu pembimbing untuk
menandatangani berkas Lampiran Tanda Terima yang selanjutnya
lampiran tersebut akan digunakan untuk mencairkan dana yang
diajukan pada bulan berikutnya.

Saat melakukan pemeriksaan, praktikan menemukan bahwa beberapa
SKPD seperti Suku Dinas Pendidikan Il Jakarta Timur masih memiliki
sisa GU yang belum terpakai (Contoh terdapat pada lampiran 14)

Pada dasarnya UP/GU sama seperti Petty Cash atau kas kecil dalam
perusahaan swasta. Jika SKPD ingin mengajukan GU kembali maka
SKPD tersebut harus membuat SPJ GU yang telah digunakan, baru SKPD
tersebut dapat mengajukan kembali GU. Jika terdapat sisa GU pada bulan
sebelumnya yang belum terpakai, maka uang tersebut bisa digunakan.

Jika tidak ada penggunaan uang mekanisme pencairan GU, maka
pemeriksaan tetap dilakukan seperti biasa karena mekanisme pencairan

ada tiga, yakni UP/GU, LS, dan TU.
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Dengan penggunaan UP/GU, SKPD dapat meminta GU jika sudah
melakukan penginputan ke SIPKD dan telah di jurnal. Seluruh transaksi
keuangan sudah melalui Non-Tunai melalui perbankan. Hal tersebut
sangat meminimalisir kecurangan yang dilakukan SKPD, karena setiap

transaksi penemerimaan dan pengeluaran dapat terlihat di rekening koran.

2. Melakukan input mutasi kas BLUD ke Kertas Kerja Laporan
Keuangan 2018
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual tanpa mencari
keuntungan.

Mutasi Kas Operasional BLUD berisi mengenai informasi per
tanggal yang ditentukan mengenai jumlah saldo kas di tahun
sebelumnya, jumlah penerimaan selama tahun operasional berjalan,
serta jumlah pengeluaran kas selama periode tahun berjalan. Dan juga
di kolom akhir terdapat saldo fisik kas di bendaharan dan di Bank,
sebagai perbandingan apakah ada selisih kas lebih atau kurang antara
pencatatan dengan perhitungan fisik.

Kertas Kerja Laporan Keuangan adalah sarana yang digunakan

sebagai alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuannya



43

untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan khususnya pada

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Menginput mutasi kas operasional BLUD, adapun
tahapan yang dilaksanakan dalam tugas ini adalah sebagai berikut:

a. Pertama, praktikan diberikan dokumen rekonsiliasi dana BLUD
dari SKPD terkait yang telah dilakukan pengecekan oleh
pembimbing dalam bentuk hardcopy. Praktikan diminta untuk
menginput mutasi kas BLUD yang dokumennya berasal dari Rekap
Mutasi Kas BLUD. (Contoh terdapat pada lampiran 15)

b. Selanjutnya, praktikan diperintahkan untuk membuka website

http://akuntansidki.com untuk mengunduh Kertas Kerja LK

Semester | 2018.

c. Setelah pengunduhan selesai, keluarlah Kertas Kerja LK Semester
I dalam bentuk aplikasi Microsoft Excel untuk membukanya harus
menggunakan password yang telah diberikan pembimbing.
(Contoh terdapat pada lampiran 16)

d. Lalu, praktikan membuka home dan akan muncul kotak dialog
untuk memilih Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga
password. Karena tidak sembarang orang dapat membukanya.

e. Selanjutnya, pilih tampilkan form dan pilih menu BLUD dan klik
pada pilihan Mutasi Kas BLUD, dan praktikan menginput nominal
penerimaan operasional BLUD, serta pengeluaran operasional

BLUD yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang
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dan Jasa BLUD, dan Belanja Modal BLUD. Lalu praktikan
menginput nominal pajak yang terdiri dari PPN Dana BLUD, PPh
21 Dana BLUD, PPh 22 Dana BLUD, PPh 23 Dana BLUD. Dan
yang terakhir adalah menginput kas tunai yang tertera dalam
hardcopy. (Contoh terdapat pada lampiran 17)

f. Jika data di hardcopy pada Rekap Mutasi Kas Operasional BLUD
sudah dilengkapi pada form Kertas Kerja Laporan Keuangan, maka

selanjutnya klik simpan.

3. Melakukan pengecekan Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK)
UnReviu
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan, CaLK menyajikan informasi pos-
pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Dalam CalLK juga diuraikan realisasi pencapaian target Kkinerja
keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran
berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang
berkaitan dengan realisasi pencapaian target pendapatan, penjelasan
pos belanja dan pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, dan Laporan
Arus Kas.
Pada penyusunan laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta atas
hasil konsolidasi dari SKPD/UKPD menghasilkan tiga Output, yakni

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester | Tahun
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2018 sebelum Reviu Inspektorat Provinsi DKI Jakarta (Unreviu),
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester | Tahun
2018 setelah  direviu  Inspektorat Provinsi DKI  Jakarta
(Reviu/Unaudited), dan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK (Audited).

Pada tugas ini praktikan hanya melakukan pengecekan pada
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Bab V tentang Penjelasan
Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester
| Tahun Anggaran 2018.

Tujuan praktikan melakukan pengecekan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK) unreviu ini adalah agar meminimalisir kesalahan

agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pembacanya.

Dalam melakukan pengecekan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK) unreviu, adapun tahapan yang dilaksanakan dalam tugas ini
adalah sebagai berikut:

a. Pertama praktikan diberi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
unreviu yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh karyawan dalam
bentuk Microsoft Word, ataupun dalam bentuk Hardcopy (Contoh
terdapat pada lampiran 19) dan Matriks Laporan Keuangan
Unreviu yang berisi seluruh laporan keuangan di Pemerintahan
Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Microsoft Excel (Contoh

terdapat pada lampiran 20).
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Serta data rekap akun yang akan dilakukan pengecekan (Contoh
terdapat pada lampiran 21)

b. Praktikan membuka data Matriks Laporan Keuangan Gabungan
Unreviu dengan memasukan password terlebih dahulu.

c. Selanjutnya praktikan membuka Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK) unreviu dan mencari pos mana yang akan dilakukan
pengecekan.

d. Kemudian praktikan mencocokan angka yang ada pada pos-pos
laporan keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK)
unreviu dan Matriks Laporan Keuangan Gabungan atau data rekap
akun yang akan di lakukan pengecekan yang telah diberikan oleh
pembimbing sebelumnya. Jika terjadi perbedaan angka maka akan
ditandai dengan memberikan warna pada pos mana terjadi

perbedaan. (Contoh terdapat pada lampiran 22)

C. Kendala yang Dihadapi

Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di BPKD Provinsi DKI

Jakarta, praktikan memiliki beberapa kendala, yaitu:

1. Praktikan mengalami kesulitan dalam mengakses website Dashboard
dikarenakan koneksi internet sering terputus, yang mengakibatkan
pekerjaan yang harus praktikan kerjakan terhambat;

2. Sulitnya untuk mendapatkan informasi dan bertanya kepada

pembimbing karena banyak karyawan yang melakukan dinas luar; dan
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3. Tidak adanya Standard Operating Procedure (SOP) untuk mahasiswa

PKL.

D. Cara Mengatasi Kendala

Setelah mengalami kendala-kendala yang praktikan sebutkan
sebelumnya, maka praktikan berusaha mencari solusi untuk mengatasi
kendala tersebut, adapun usaha-usaha yang dilakukan dalam menghadapi
kendala yang dihadapi selama PKL, praktikan melakukan hal berikut ini:
1. Jika praktikan mengalami kesulitan dalam mengakses Dashboard,
maka praktikan akan memberitahu pembimbing agar ditindak lanjuti
ke pihak IT;

2. Praktikan melakukan komunikasi dengan karyawan yang berada di
kantor atau melakukan komunikasi lewat sosial media; dan

3. Pihak BPKD hendaklah melakukan penyusunan Standard Operating
Procedure (SOP) untuk mempermudah praktikan dalam melakukan

pekerjaan



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu upaya

penyelenggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. PKL
ini sebagai media pembelajaran mahasiswa dalam mengaplikasikan teori
yang telah diterima dalam perkuliahan yang langsung diterapkan. Dalam
mata kuliah PKL memberikan gambaran bagaimana situasi dan kondisi
yang kelak akan dihadapi mahasiswa di dunia Kkerja, yang agar nantinya
mahasiswa setelah lulus mengetahui tentang dunia kerja.
Selama kurang lebih dua bulan melaksanakan PKL di BPKD Provinsi
DKI Jakarta, maka Praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Praktikan dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan SKPD pada
setiap bulan untuk melaporkan pengeluarannya;
2. Praktikan dapat memahami pengelolaan kas di Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) Provinsi DKI Jakarta;
3. Praktikan dapat mengetahui pentingnya Catatan atas Laporan
Keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
4. Praktikan dapat mengaplikasikan ilmu akuntansi khususnya Akuntansi
Pemerintahan, yang selama ini dipelajari dalam dunia perkuliahan dan

dapat mengaplikasikannya dalam dunia pekerjaan sesungguhnya.
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B. Saran

Praktikan menyadari adanya kekurangan selama melaksanakan PKL
di BPKD Provinsi DKI Jakarta. Adapun saran-saran yang dapat diberikan
oleh praktikan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja praktikan
serta menjadi acuan untuk meminimalisir kekurangan dari pelaksanaan
PKL kedepannya adalah sebgai berikut:
1. Bagi Mahasiswa:

a. Praktikan sebelum melaksanakan PKL ada baiknya untuk
mengingat materi yang di dapatkan di bangku perkuliahan
khusussnya mengenai akuntansi pemerintahan;

b. Praktikan harus aktif bertanya kepada staf, atau Kepala Sub Bidang
jika mengalami kesulitan dengan pekerjaan yang diberikan;

c. Praktikan harus cepat beradaptasi terhadap dunia kerja khusunya di
bidang pemerintahan, karena jika praktikan tidak cepat beradaptasi
dapat menghambat praktikan dalam melaksanakan pekerjaan.

2. Bagi Fakultas Ekonomi:

a. Sebelum melaksanakan PKL sebaiknya mahasiswa diberikan
pengarahan terlebih dahulu agar mahasiswa mempunyai gambaran
dalam pelaksanaan PKL.

b. Ada baiknya jika pembagian Dosen Pembimbing dilakukan
sebelum mahasiswa melakukan PKL, sehingga mahasiwa tersebut
bisa terlebih dahulu mendiskusikan mengenai lokasi PKL yang

tepat yang sesuai dengan bidang Akuntansi;
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c. Untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta diharapkan
agar memfasilitasi mahasiwa untuk mendapatkan lokasi PKL yang
sudah menjalin kerja sama.

3. Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI

Jakarta:

a. Mampu menjaga hubungan baik dengan Universitas Negeri Jakarta
dan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa Universitas
Negeri Jakarta untuk bekerja di instansi tersebut.

b. Perlu adanya perbaikan mengenai jaringan internet, dan pergantian
unit komputer dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar

agar tidak menghambat kinerja karyawan.
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Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 254 Tahun
2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.
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Lampiran 1: Surat Permohonan Pelaksanaan PKL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERIJAKARTA

Kampus Universitas Negerd Jakart, Jalan Rawarmangin Mukay Jakars |1 1220
Telp/Fax.: Rektor: (021) 4893854, PR | 4805130, PR [1: 4893918, PR (11 4892926, PR [V 48979%),
BAUK. 4750930, BMK. 4759081, BAPSI: 4752180
M Bag UHTP Telp 4893726, Rag Keunngan 4892414, Bag. Kepegnwaian - 4890536, HUMAS - 4898486

N Laman: www, uniac il
B F"t“::ﬂﬂ‘ —
Nomor - 0556/UN39.12/KM/2018 29 Juni 2018
Lamp L.
Hal . Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Balaikota Blok G It. 14-15

JI. Medan Merdeka Selatan No. 8-9

Jakarta 10110

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri

Jakarta :

Nama : Faradilla Kusumaningrum

Nomor Registrasi : 8335153794

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP : 085710004957

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tanggal 16 Juli s.d 15 September
2018 yang diperlukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah.

Atas Perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terimakasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan.
ngan Masyarakat

SN
Q"
\\\\ mﬂ; e
Tembusan : : 198510 2 001
1. Dekan Fakultas Ekonomi S o

2. Koordinator Prodi Akuntansi

Sumber: BAKHUM Universitas Negeri Jakarta



Lampiran 2: Surat Penerimaan PKL

A

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9
Telepon, 382 3240 - 382 2936 - 382 2537 Fax. 382 2938
JAKARTA
Kode Pos : 10110

Nomor
Sifat

Lampiran :
Hal

Tembusan :

16 Juli 2018
1463/-1.833.13

. Persetujuan Izin Praktek Kepada

Kerja Lapanggan Yth. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat Universitas
Negeri Jakarta
JI. Rawamangun Muka
di-
Jakarta Timur

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan  Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta Nomor
0556/UN39.12/KM/2018 tanggal 29 Juni 2018 hal Permohonan Izin Praktek
Kerja Lapangan, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswali dengan identitas
sebagai berikut :

Nama : Faradilla Kusumaningrum
NPK : 833515379

Pada prinsipnya dapat diterima untuk melakukan Praktek Kerja
Lapangan/Magang dalam rangka menyusun Skripsi dengan ketentuan
mahasiswali tersebut bersedia mentaati tata tertib di Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta. Waktu pelaksanaan dapat dimulai tanggal 16 Juli
2018 s.d. 15 September 2018.

Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai agar menyerahkan hasil
penulisan sebagai bahan evaluasi kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Kepala Bidang Akuntansi BPKD Provinsi DKI Jakarta

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta.
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Lampiran 3: Surat Telah Menyelesaikan PKL

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9
Telepon. 382 3240 - 382 2936 - 382 2537 Fax. 382 2936

JAKARTA
Kode Pos 10110
Nomor © 1910/-1.833.13 21 September 2018
Sifat
Lampiran
Hal . Surat Keterangan Kepada
Selesai Magang Yth. Kepala Biro Akademik,
Kemahasiswaan, dan Hubungan
Masyarakat Universitas Negeri
Jakarta
Jalan Rawamangun Muka
di
Jakarta Timur

Dengan ini disampaikan bahwa Mahasiswal/i dengan identitas

sebagai berikut :
Nama . Faradilla Kusumaningrum
NPK : 833515379

Telah selesai melaksanakan PKL/Magang dalam menyusun skripsi di Badan
Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 16 Juli 2018
s.d. 15 September 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
.1 Provinsi DKI Jakarta
\:;'

o

/<,

%>~ H. Edi Sumantri
* NIP. 196409191984011001

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta.



Lampiran 4: Daftar Hadir PKL

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI

“““ Wampos Universitas Negers Jakarta Gedung R Jalan Rawamsngon Mubka, Jikarts 11220
Telapon (021) 4721227/4706288, Fax: (021) 4706288

w Laman: wwse fe unj ac
el

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
Nata . Faradiva KUIMON NS Fum
No. Registrasi
Program Studi
Tempat Prakuik

Ahnmhalm‘k/‘l‘dp '

NO HARIUTANGGAL . PARAF KETERANGAN
T g e (G TR O A9 8
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s | Y s
| .wnn a-l m " =
L M m n°‘ .m‘../if..
{ic m\m 20 m\\ aow :

mmummmsm.momwmmmmuan A I"

56




57

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI >
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA UaAS

FAKULTAS EKONOMI
== Kampus Universitas Negeri Jakmta Oedung R, Lalan Rawamangun Moka, Sakarts (1220
Telepon (021) 472122746285, Fax: (021) 4706285
w Laman: www fe.unj.ac. o
DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
wetti. SKS
; ‘Farodt\\ﬂ Kusumaninarum
N°“"""R i :_stms ghaare
Program Studi A
Tempat Praktik
Alamat Puhkll‘elp

:M wedan Meragea rﬂomn N0 -9
jaxarta 10n0

NO HARIUTANGGAL PARAF KETERANGAN
#
T T L T T A
s se\om 1 Aqnhus :w-s 5
Robu. 9 Mus«u 30\? o
il ) (W
" mm\s oy M\mux aom p
- :Nmi \o Agunur 20\9"" : /\o
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UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negen Jakarta Gedung R, Ialan Rawamsngon Muoka, Jakata 11220
Telepon (021) 4721227/4706288, Fax: (U21) 4706285
Laman: www feumj ae i

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
wii. SKS

Nama . Farodita wutumaningrom

No. Registrasi 0335153764

CSVARURNAGRT T .
'r.,,’m Studi . Badan PHGAGG WAIGASEN Nagraly Provinst DY JAKOCIO

Alamat Prakiik Telp - SONGIKe

AR OG \.6\\.6................
NO HARUTANGGAL . PARAF KETERANGAN
15 sl Kl .

5 ,aum 18 munus 20\3 2

5 aq,. ng Aqm\ur aon 4 /k( '

| ms. 30 Ataunu: .z .a " el

o] 0 ol

yﬂm. ‘5\ ka\mu: 208
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y se\asc.\ \4 mm\bor ,:w.a B ! (((
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKANHNGGIQ A
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Lampiran 5: Penilaian PKL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA UQaAS
/ FAKULTAS EKONOMI

.

Kampun Universitas Nogort Jakana Oedumg R faben Rewsmangon Muka Jelarts 11220
Tehopon (021) 4721227 406KS, Fax: (021) 4706283

w ‘ Laomans: W fie i) ac. ol
e

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Pl!OGRAblSAR.IANA (S1)
....... SKS
N - quod\“o. U Sumonin9 rum
No Registrasi 9338154794
Program Studi SUUAkudvanty Vinfl DK\ Jarario
Tempat Praktik Radan - ARaRiora  K2UERGER paerah XU

. Bayaikoia Bk G W4 -is
Alamat Pakik/Telp : 0 el MErdEva (a6ioh o 9-9 JOXONO 10M0

SKOR
NO ASPEK YANG DINILAI KETERANGAN
46-100
1 | Kehadiran 90  |I. Keterangan Penilaian
90 Skor  Nila Bobot
2 | Kedssiplinan isaeal 1186100 A 4
81-85 A- 3,7
. S gL |7680 B+ 33
3 | Sikap dan Kepribadian e 7175 B 30
91 66-70 B- 27
4 | KemampuanDasar | A& 61-65 C+ 23
56-60 C 2,0
5 | Ketrampilan Menggunakan Fasilitas 9o |51 € 1.7
e et 4650 D I
6 | Kemampuan Membaca Situasi  dan ‘30 ... [2. Alokasi Waktu Praktik -
Mengambil Keputusan 2 sks : 90-120 jam kerja efektif

3 sks : 135-175 jam kerja efektif
, | Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan QL

" | Nilai Rata-rata -
g | Aktivitas dan Kreativitas 91

vl S

o | Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas 90 | |10(Gepuluh)

10 Hasil Pekegjaan t"l' Nilai Akhir -
9\ A
Angka bulat huruf

Jumlah AR

14 §ePrember 201R

Mohon legalitas dengan ap Instunsi/Perusah
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Lampiran 6: Log Harian PKL

|

LOG HARIAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD)
PROVINSI DKI JAKARTA

No. Hari, Tanggal Kegiatan
1. | Senin, 16 Juli 2018 « Perkenalan dengan Sub bagian Akuntansi
BPKD.
* Mempelajari sistematika Laporan Keuangan
dengan Standar Akuntansi Pemerintah
e (SAP) berbasis Akrual.
1727 Selasa, 17 Juli 2018 o Mempelajari sistematika Laporan Keuangan
(SAP) berbasis Akrual.
Semester I tahun anggaran 2018 pada
KPD/UKPD di Wilayah Kota Administrasi




Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi
DKI Jakarta bersama Kepala Sub bagian
Akuntansi BPKD.

Kamis, 26 Juli 2018

Melakukan verifikasi berkas Rekonsiliasi
Melakukan input mutasi kas BLUD ke
Kertas Kerja Laporan Keuangan 2018

10.

Jumat, 27 Juli 2018

Melaksanakan kegiatan Jumat Bersih
dilingkungan Akuntansi BPKD
Melakukan input mutasi kas BLUD ke
Kertas Kerja Laporan Keuangan 2018

Senin, 30 Juli 2018

Melakukan Testing web Dashboard-
bpkd jakarta.go.id
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Memverifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Pengeluaran Rutin
Bulanan

Jumat, 10 Agustus 2018

Men-download data mutasi aset dari web
BPAD jakarta.go.id

Memverifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Pengeluaran Rutin
Bulanan

Melakukan pengumpulan dana bencana
gempa lombok

Melakukan pengecekan Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK) Unreviu

Menghadiri kegiatan Training or Trainer
(TOT) SIAP BOS dan BOP

62




31. | Senin, 27 Agustus 2018 Merekap surat masuk dan undangan
32. | Selasa, 28 Agustus 2018 Merckap surat masuk dan undangan
Menyiapkan dokumen implementasi
transaksi non tunai
33. | Rabu, 29 Agustus 2018 Menyiapkan dokumen implementasi
transaksi non tunai
34| Kamis, 30 Agustus 2018 Merekap surat masuk dan undangan
35. | Jumat, 31 Agustus 2018 Merekap surat masuk dan undangan
"36. | Senin, 3 September2018 Memverifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Pengeluaran Rutin
‘ Bulanan
737 [ Sclasa, 4 September 2018 Memverifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Pengeluaran Rutin
Bulanan

Pertanggungjawaban Pengeluaran Rutin
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2018 Pertanggungjawaban Pengeluaran Rutin
| ‘ Bulanan
[45. ] Jumat, 14 September o Memverifikasi Laporan
2018 Pertanggungjawaban Pengeluaran Rutin
Bulanan

Sumber : Data diolah oleh praktikan.
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Lampiran 7: Struktur Organisasi BPKD Provinsi DKI Jakarta

anng
VVHIGIN3d DNVAIG ang

ANVE
H¥JSVA 2NVaI9 ans

NYINVNIA N¥HO0dV13d
ISNVLNMNY SNWTIE ans

HYS INTA
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Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta
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Lampiran 8: Struktur Organisasi Bidang Akuntansi BPKD Provinsi DKI Jakarta

KEPALA BIDANG AKUNTANSL

KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI
PEMERINTAHAM, PEREKONOMIAN, DAN
KEUANGAN

KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI
KESELAHTERAAMN RAKYAT DAN LINGKUNGAN
HIDUP

KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI
PELAPORAN KEUANGAN

Etaff Subbidang akuntansi Pemerintzhan, Etaff Subbidang akuntansi Kesejzhteraan Etaff Subbidang akuntansi Pelaporan
Ferekonomian, dan Keuangan Rakystdan Lingkungan Hidup Keuangan

Staff Subbidang Akuntansi Pemerintahan, staff Subbidang Akuntansi Kessighterzan staff Subbidang akuntans Felaporan
Perekonomian, dan Keuangan Rakyatdan Lingkungan Hidup Keuzngan

Staff Subbidang Akuntansi Pemerintahan, staff subbidang Akuntansi Kesejahteraan 5taff Subbidang Akuntansi Pelaporan
Perekonomian, dan Keuangan Rakyat dan Lingkungan Hidup Kewangan

Etaff Subbidang akuntansi Pemerintzhan, Etzff Subbidang Akuntansi Kesejahteraan =taff Subbidanz akuntansi pelaporan
perckonomian, dan Keuangan Rakyatdan Lingkungan Hidup Kewangan

Etaff Subbidang akuntansi Femerintzhan, Etaff Subbidang akuntansi Kesejzhterzan =taff Subbidang Akuntansi Pelaporan
Ferekonomian, dan Keuangan Rzkyatdan Lingkungan Hidup Keuangan

=taff Subbidang Akuntansi Pemerintahan, staff subbidang akuntansi Pelaporan

Perekonomian, dan Keuangan

Sumber:

Keuanzan

BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta.
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Lampiran 9: Softcopy Microsoft excel sebagai alat bantu dalam mempercepat

pengerjaan verifikasi laporan pertanggungjawaban Pengeluaran.

Home  Insert | Pagelayout | Formulas  Data  Review  View  Developer  MitroPro7

ECo\orS - b = 3 I Width: Automatic * Gridlines  Headings = N
H 1 @ & . g 1 A
@Fonts' = '?[l Height: Automatic * View | [V View :

Send  Selection Align Group Rotate

Themes

DEﬁects' Mar'gms Onen'tatmn Slfe ‘:’r\e:t' Bre'aks Background m:i @sae % * Dem Do Fomvgd‘h(mm' L
Themes Page Setup [F] Scaleto Fit | SheetOptions & Arrange
L104 (K i
i
v
4 A | B \ C \ D E F 6 H
97 [SkPD Beeal
98 Bulan Juli 2018
E2 | percrinan | pergehaan | salo
100| FORM22 137851528700 41388550287.00 29,975,000.00)
101| FORMS0 rekorsias
@ - 15Gaji 3873646502100 38736,465021.00 - B Bk
103| - L5 Barangdan Jasa 1,049,565,834.00 2,049,565,834.00 - |sado 29,975,000 28,975,000
@ - Upfau/mu 575,651,263.00 545,676,263.00 29,975,000.00)
105\ -TUPanjar - - -
106| 41,361,682,11800 | 41,331707,118.00 29,475,000.00
107 515 16,843,160.00 m

,169.00 - N:‘ﬁll - -
|
|
||

108
105| PaIAK 16,843,162.00 16,843, -

E Panjar (menu 5 dan 6 -

| S S|
111 5P Susulan - | pengurangan - .
112| Lain-lain - - - 29,975,000 28,975,000

16,343,169.00 16,843,169.00 -
168030600 160316000

- TUBIm di Str/ di spj kan

W) M| DPE| BPPBI /BOPBI (2) , Template  upt perkeretaapn /up sstem pengendalen blunt _ pariwseta . RS()]4 Hi
Ready | 3 | |z2Em| e O—0—0

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta.
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Lampiran 10: Form 22 Buku Kas Umum (BKU)
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Lampiran 11: Form 50 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

(SPJ Belanja Fungsional)
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Lampiran 12: Rekening Koran

¥ Rebening

T . 4151557.690:300.00]152.209.262.200 99

D4/061E] 024608 |0 004307/SP20/VI2018 75,724,503.00 152,284 827,703 00

604301 /2018 . - 45 557.500.001152.329.7285203.00

0406/18] 024626 |0 004300/S720/V/2018 z 25.107.571,265.00] 181,437 456,468.00

1e] 0853 475 2012 s 111 340,076 00| 181 542,796 544 00

28] 084642 |G 004258/SP2D/V/2018 z §9.178,770.00] 181 617.971.314.00

=] o525 €oMS 44 75.724502.00 = 181,542,246,811.00

69.178,770.00 L 181,473,072.041.00

$111.340,076.00 = 181.361.731,965.00

04/06/2 0 004345/572D/V/2018 S 21.948,754,465.00] 223,310,486,4 30.00

- |m“f"‘°‘3"5 5,021,712,755.00 s 218.228.773.675.00

os/06n8] 101831 :‘ﬁummm 98 | 3772.068.190.00 2 214.456.705.485.00

= PTT MEI 2013 ~ 44557.500.00 - 214.411,747,985.00

o0er0618] 103752 ;‘ﬁ”“c"s 44670069808 | 1 995 475,145.00 2 212.416.272,840.00

06716| 1052 BUKCMS 44670183108 | 3,181.086.520.00 - 209,235,186,320.00
AaNE 44

BUKCMS 44670343408 | 3,724,643.735.00 : 205.510.542,585.00

i i;'.zb;bb;yzsn' 2 200.932.258,660.00
6,883,842.045.00 : 194.048.416,615.00
- 188,963,055,825.00

185.796.561,445.00

181,889,515,960.00

181.331,366.605.00

$90,615.00
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DJP O L220 e
1806300919691
212308 PUTRI SULTANA 28762500 11408 |
5 el
WA, | 28726500 3749839, .+ o
DJP D18063009375314
212468 PUTRI SULTANA 287.625.00 3,740 2432 yac
0132
0 T 11800.000.00 . 3,747,442 34000
UNTUK PEMBAYARAN :
GEN 2 anid 276.ooo.ool - 3.747,166.340 .00
S 66360000) - 3.746.502.740.00
BIAYA BATIX TRADISIONAL 2.364,000.00 3,744,138,740.00°
) - 3,736,298.140 00
16923 1/EBKUM/2!
lﬁ:,w Aainll - 830,926.00f 3.737.129,066.00
o Lok I
.000 - 3,701,393,266.00
e . N 2.773,959,955.00 - 927.433.311.00
560.764.707.00| - 366.668.604.00
R B
PINBUKCMS Belanja
konsumsi seleksi OSN 18,887.375.00 - 347,781.229.00
& 328.893,854.00
PINBUKCMS Belanja
konsumsi seleksi OSN 18.887,375.00, - 310.006,479.00
Mapel
0.00f ; 286,644,249.00.
PINBUKCMS Honor
Narasumber KPP Jenjang 2,550,000.00 - 284,094.243.00
SMA
PENGEMBALIAN
SERTIFIKASI CICILAN 1 - 1,000,000.00 282,544,249.00]
FARIDAH
[Narasumber KPP jenjang 2,550,000.00 - 277.444,249.00

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta.




Lampiran 13: Berita Acara Pemeriksaan Kas

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS TRUKOTA JAKARTA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Berdasarkan Bulan JUNI 2018

Pada hari ini JUMAT Tanggal 29 JUNT 2018 yang bertanda tangan di bawah ns :

Nama lengkap : BOWO IRIANTO

Jabatan : PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Dacrah Khusus Tbukota Jakarta Nomor 124 Tanggal 16 Januari 2017 | kami

melakukan pemeriksaan setempat pada :
Nama lengkap : DWI SEPTARINA
Jabatan : BENDAHARA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKT JAKARTA

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Tbukota Jakarta Nomor 2375/2017 Tanggal 29-12-2017
Di 1

2 uang berd.
menemus kenyataan sebagai berikut

Jumiah vang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah -

a Uang kertas : Rp. 0.00
b. Uang logam : Rp. 0.00
€. SP2D dan alat pembayaran lainnya - Rp. 0.00
yang belum dicairkan
d. Saldo Bank © Rp 277,444 249.00
c. SuraUbarang/benda berharga yang : Rp. 0.00
fiizinkan
Jumlah . Rp. 277,444 249.00

Saldo uang menurut Buku Kas Umum, : Rp. 61.497.360.00
R oatater O itain sotongas FEBEATRAS

Perbedaan positif/negatif antara saldo  : Rp.

215,946,889.00
kas dan saldo buku

hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami

No Uraian Jumiah
1 Sisa Upah UMP Pendidik Bulan Januari s.d Mei 2018 113,089,085.00
2 Sisa Upah UMP Kependidikan Bulan Januari s.d Mei 2018 62,016,595.00
3 Pengembalian BOP 38,974,283.00
Kl Pengembalian Sertifikasi 1,000,000.00
5 Kelebihan Pembayaran (990,000.00)
& Peng lian Tunjangan (BTL) 1,856,926.00
Total 215,946,889.00
| yang dipenksa, Jakara , tanggal 29 JUNI 2018
| Mengetahui,
Bendahara Pengeluaran PA/KPA/PPKD
I
( .~
DWI SEPTARINA
NP 1970927201 101 2008 NIP. 1962041 51985031009
03072018 o001 DINAS

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta.
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Insert

Formulas Data Review

Page Layout

View Developer

Nitro Pro 7

Calibri 10T Ay = EE] ¥ S Wiap Text Accounting v
&3 Copy
Paste f Fomat panter u- E=E= i Merge & Center - D+ % 9 | 51
Cliphoard | Font | Alignment | Number R
H39 (" e
A B C D E F G H
92
93
o4
95
9
o7 |SKPD Sudin Pendidikan | Jaksel
E Bulan Agustus 2018
] | Penerimaan Pengeluaran Saldo :r
100 FoRM22 241,305,853,529.00 196,156,503,264.00 45,149 350,275.00
101 FORMSO Resonsiasi
102| - LsGaji 0.00 0.00 BKU Bank
E - L Barangdan Jazz 2,038,540,043.00 2,038,540,043.00 - | 45148330275 10380783 45138860482
104| - up/au/Tu 95,671,157,38100  38,067,244,779.00 57,603,912,602.00
105| -TUFanar 45138,969,492.00  45,135,969,492.00
106 142 849,666,916.00 |  85,245754,314.00 | 57,603,912,602.00 i
107 sisa 98,456,136,623.00 [12,854,562,327.00]| ersgéihn -
E pnn;r I 45138888 487
109 PaIAK 47,392,392.00 I
110{ Panjar (menu 5 dan &) i
111 MasihdiSekolzh pengurngn | 45138060487 | }
112 Izin-in 92,408,794,225.00 110,363,356,552.00 (12,454,562,327.00) 10380783 10380783
e | - 1
114] Pajak LS Gaji
15| Pajak LS Brg & Jasa
116 Pajak UP/GU/TU 47,392,398.00 47,392,398.00
117} | 47393900  47392398.00]
18| Catatan
119| selisih BKU dgn R/C 45,138,969,492 TU Blm di Str/di spj kan
120] Pajak bim disetor -

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta.
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Lampiran 15: Rekap Mutasi Kas BLUD

75

BLUD : RSUD TANAM ABANG
REKAP MUTASI KAS OPERASIONAL BLUD
per 30 Juni 2018
per 30 funl 2018
tumiah (Rp) Jumiah (Rp)
12 106 450
535125 826
S47.252.27%
M : 0 KAS PER 31 DE 2017 (Setelah koreksi saldo awal) 547.232.276
(+) Penerimaan sd 30 Juni 2018 :
2 Penerimaan operasional BLUD (wmmwmmnmu) 3.057.851.494 v
3 Penerimaan Pajak - BLUD 118.448.092
4 Sroveeereyen stacsmessasesresy -
2L e AR A
§ Jumiah penerimaan (243+4+5) 3.176.299.586
() Pengeluaran sd 30 Juni 2018 :
7 Peng: Operasional BLUD (total k belanja yang belum disahkan) 1.477.718.289
terdiri atas: 2
a. Belanja Pegawai BLUD : 218.340.301
b. Belanja Barang & Jasa BLUD : 1.249.472.774
< Belanja Modal BLUD - 9.905.214
1.477.718.289
8 Pembayaran Pajak - BLUD 118.448.092 -
10 T e et ttes aerres -
11 Jumiah pengeluaran (7+8+9+10) 1.596.166.381
€ SALDO KAS PER 30 JUNI 2018 2.127.365.481
Saldo kas di Bendahara dan di Bank (hasil rekonsiliasi bank) -
11 - Bank rekening : 111-02-08017-8 2.118.492 481
13 - Kas di Bendahara Penerimaan (BLUD) 8.873.000
14 - Kas di Bendahara Pengeluaran (BLUD) >
15 - Uang Muka Pasien
16 - Pajak di BLUD yang belum disetor
17 = BPJS Kesehatan di BLUD yang belum disetor
18 - Potongan Non Pajak yang Belum Disetor
O Jumiah saldo kas & bank (11 412+ 13414+ 15+ 16+ 17 + 18) 2.127.365.481

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
BLUD RSUD Tansh Abang

drg. Alifiani
NP

tan, M.Si
1992122001

Jakarta, 18 Juli 2018
Bendahara Penerimaan
BLUD RSUD Tanah Abang

)

Vinca Nampasnpa
NIP 196911101988032001

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta.
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Lampiran 16: Tampilan Kertas Kerja LK Semester |

Insert  Draw  Pagelayout Formulas Data  Review View  Help O Tell me what you want to do v P

# Quick acce
m Desktop
Documen Clipboard Fomt Alignment Number Styles Cells Editing A
# Downloaq $ - :
& Pictures
2. Subbar
Inspektor
REKON 2{

RSU Kec \
Password ? X

4@ OneDrive
Kertas-Kerja-LK-2018 - Junixish is protected.

= This PC = &
Passwart

om—

& Network

Ready - +

HS%-04&8-0 - illa

Insert  Draw  Design Llayout  References  Mailings  Review View Help O Telm

e 2 -
Calibr SIETINRAY P R M L | B Find s
3 Replace
Paste ) i ) Dictate
. Format Kerta: 2 - = Select = .
Eiet Inset  Drsw  Psgelwout Fomulas  Data  Review EC Ny Ve -
150001601 17
Documen|
Word has recove == I .
the ones you wig Kertas Kerja Laporan Keuangan 2018 X
Cligbosrd Fant cells Editing ~
Docum
o= *
K11 v
-]
A B [ ] K L M -
| R ASYARAKAT KECAMATA
2
3
4 Login Keduar
5 TAMPIL|
6
7
8 NILAI PENDAPATAN MINUS, CEK KEMBALI REKAP PI
4 » .. HOME Database @ JURNAL | Mutasi Aset | Rekap Beban | Mutasi... (+ 1 »
Ready : - i
© Which file do | want to save? M
Close
nited States) s - 1 + 100%

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta.
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Lampiran 17: Tampilan form menu mutasi kas BLUD

Fle  WGEUEE Inset  Drg A Share
ﬁ 'y
bt Cib - p
— & Copy - '
Paste & I Find &
+ ¥ Fomat Painter Select~
Cliphoard A
o Aset Tetap dan Aset Lainnya| Beban pendapeten  BLUD | cetk
K11 . ¥ Mutzsi Kas BLUD (" Pendapatan BLUD " Utang Belania dan Pihak Kefiga BLUD ~  Koreksi Pengesafian Belanja TA 2017 v
~ Penerimaan dan Pengeluaran BLUD ——— — MutasiKas BLUD
A B Penerimaan Pengeluaran per 31 Desember 2017 per 30 Juni 2018 P Q :
: Operesone BLUD | RO7.56.2%5.048 M| RISTSTTLTH Kas Tur BURAN - JAKBAR
| RS 550000 ‘ RS 522000
2 5| ROADBOTAS
3 ¥as Bank.
il o | RUTTILA | RoL 85275807 ‘ R 43058 5
1 Pajak
3 ‘ P DanaBlLD ﬁ R348 | REL240848 Pajak Bekum Diseor
; | ROZ000 ‘
‘ P90 2 D BILD ﬁ ReL70L505 | Rol7 34505
1 UMK/ Deposit Pasien
g ‘ P9h 2 ana LD ﬁ R0 L3050 | RA0ITL050 | 0 ‘
9 ‘ P94 23 DaraELLD ﬁ RO | R IR2832 PotongenHon Pk
| Rol
1 ‘ P9h Pasl g ) D ﬂ ReL9.060.T72 | Ro18.168.73 | ‘
1 Sakdo Kas dan Setara BLUD
2 UMK Deest P | ROLLGTT0 ‘ Rt 28 680562
d Rod Rod
13 ()G]ulsusBLlUD Layanan
m Potongan o Pk I R | 0
15’ SIMPAN BATAL
: Fores Sl Avel I fesTur j o0
3
17 v
{ b .. HOME Datzbese JURNAL | Mutesiset | RekapBeban | MutasiKasBLUD | RekapPendapatan... () : 4| | :
Ready HE m- 1 +100%

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta.
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Lampiran 18: Hasil output Mutasi Kas BLUD

Kertas-Kerja-LK-2018 - Juni - Excel

Inst  Draw  Pagelayout Fomulas Data  Review View  Help .‘.‘:' Tell me what you want to do
& _ . = g el L 1 -
- bt Gibi 11 AN T== & BWepld Custom N S 1 E p
—Eeopy - By s WA .
-  BIU-T. A [,y 20 Conditional Fomatas Cell ~ Insert Delete Format } Find &
 Fomel Panter - o Fomatting = Table~ Styles= -+ - e Select
Clipboard & Font A Alignment R Number & Styles Cells Editing A
CICRERR R
F95 v
A ] C D E f G H | ] 4|
1] PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR
2| LAPORAN REALISASI ANGGARAN
3 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2018 DAN 2017
4
5 (Dakam Rupiah)
REALISASI
NO. URAIAN CALATA ANGGARAN 2018 SETJ:\S;]SW“B % SETJ:IS;]SWII' 31 DESEMBER 2017 u
3 [AUDITED)
10 1 2 3 4 5 6="54 7 [
8 |PENDAPATAN DAERAH
9| 41 Pendapatan Asli Daereh
10| 411 |Pendapatan Pajak Dagrah 0,00 000 000 0,00 0,00
11| 412 |Pendapatan Retibusi Daerzh 0,00 000 000 0,00 0,00
12| 413 |Pendapatan Hasil Pengelolazn Kekayaan Daerah Yang Dipis{ 0,00 000 000 000 0,00
13| 414 |Lain-Lain Pendapatan Asl Dagreh 14.000.000.000,00 1.566.285.849.00 54,04 5.454520.776,00 16.323.244.83,00)
14
15| Jumiah Pendapatan Asli Dagrah 14.000.000.000,00 1.566.205.949,00 54,04 5.454.520.776,00 16.323.244.839,00
16
1| |Dana Perimbiangan
18 | 421,01 |Dana Bagi Hasil Pajsk 0,00 0,001 000 0,00 0,00
19| 421,02 |Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Dayz Alam 000 000 000 000 0,00
20| 422 |DanaAlokasi Umum 0,00 000 000 0,00 0,00
A
| Jumlah Dana Perimbangan 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 v
4 ) .| RekapPendapatanl0 | Mutasi RKPPKD | RekapKoreksiEkuitzs | LRA  Laporan Operesional | |... @ y

Ready B EEN-—1 + 865%

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta.
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Lampiran 19: Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Unreviu.
T EAR  Aucted 207 b Wcosor Wora P |

Home Insert Page Layout References Mailings Review View Nitro Pro 7

ut - e Find =
. sal 2 KA [ R N umacd ABbCd ABNC AdBCd amcoi AdBice A iRepm
ormat Painter B I U ~abex x v A' = E' Q' Emphasis Headingl Heading2 Heading3 Heading4 Heading5 - (53{1;‘2595 Iy select
ard [} Font M Paragraph Fl Styles | Editing
M‘zllll“‘“"IIIIE““PII‘L‘IIIS.“‘GI.IIT““SI“?IIIIQ“‘nl.‘ -11‘1“13w‘1‘4-“1;;)\‘15-\-17‘1‘|
BABV Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asl
Daerah (PAD) sebesar Rp43.901.488.807 743,00.Pendapatan Transfer
PENJELASAN POS-POS LAFORAN KEUANGAN sebesar Rp18.969.291.389.92900, dan Lain-lain Pendapatan yang
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA SahsebesarRp1.963.107.172.148.00. Untuk lebih jelasnya realisasi
TAHUN ANGGARAN2T Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dapat digambarkan pada
tabel 5.1 berikut ini
5.1 Laporan Realisasi Anggaran Tabel 5.1
Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKl Jakarta Tahun Rekapitulasi Pendapatan Dagrah
Anggaran 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Pemerintah Momor 74 ¥ Tahun Anggaran 2017 Tahun Anggaran 2018 p—
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Taun Anggarn 217 Tahun Anggaran
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,Peraturan e e i P——— . o8
Menteri Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 1 2 3 n 543 5
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 1 | otz e | smamamss| asumarra| wsn | ssmamams
Peraturan Menter Dalam Megeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2013 tentangPenerapan Standar Akuntansi : e | e
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerahyang ditetapkan B \l::;?mm e R I
sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan Jumizh GISTTTAA08555 | GAA2IBETIGIEND | q03g | SOTRATOEIZSN
keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi vaitu penggabungan a
laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada 8444 Pendapatan Al Dacran
dibawahnys, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI 544.11 Pajak Daersh
Jakarta Nomor 1439 Tahun 2017 tentang Enftas Akuntansi dan Entitas Menurut Ketentuan Umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang
Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKl Jakarta Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan aas Laporan Retribusi Dagrah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah
Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi
By tahAn (SAP) atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan undang-undang

3 | Words: 99.99 |Q§ Indonesian | = | |

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta.
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Lampiran 22: Hasil pengecekan CaLK
——————— TR W W LTS N VIS TR

ces Mailings Review Wiew Mitro Pro 7

a7 | Aa- | 5 24 | M 4aBBCel AaBbCEl AaBbCcl AaBbCel Aal

~ ab7 - é = té' Emphasis Heading 1 Heading 2 Heading 3 He:
™ Paragraph ) Styles
5.5.1.1.5.13 Piutang Lainnya
Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember
2016 masing-masing sebesar Rp36.184.831.210,00 dan
Rp14.906.912.919,00 yang terdiri dari:
31-Des-17 31-Des-16
Mo. JENIS PIUTANG LAINNYA vt vt
Fiutang Pengembalian —
1 kKEe:;?jnga ;th;‘akabé‘a% sran Z24.680.706.00 467 779.919,00
2 Fiutang Tunjangan DFRD 4.419.140.000.00 4.419.140.000,00
-3 g:“m Li:a"'lmar ume 5.690.000.000,00
! EenE I;T_;Mjakana JoillLlllLlL 10,020,000, 000,00
Bagian Lancar Tagihan
4. Angsuran/Cicilan Penjualan 41.851.010.504,00 -
Rumah
Jumlah 56.184.831.210,00 14.906.919.813,00
Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah
sebagai berikut:
1) Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga
Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga per
31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 masing-
masing sebesar Rp224 680.706,00 dan Rpd67.779.919,00.
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per
31 Desember 2017 sebesar Rp224.680.706.00 terdiri dar
kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Megara yang dilakukan
oleh BUD sebesar Rp1.270.054.00 serta kelebihan
(==

Sumber: BPKD Bidang Akuntansi Provinsi DKI Jakarta.
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Lampiran 23: Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL.

uruiquiquiad (yng (eliegas uryeuntiadip edvp ueynpadip ojqede |y, uniin s epec CNRGIP U nuey 7

s nsuoy e wpnd Fugquiquiag yao jurBuniepup uwp omeqip i nuwy ‘|
Cummne )
)] ‘1A NYIFN XNUNNA OfLES
!} 7l
|
g 0l
- yo S0 LIV Mo oA | o=z - gl

7 3 Ty LT e ) WY g K5 L e, GO7-11-6Y
iz I ) L™y Hivand/ gloc-ol 1%
: 1N [82-9-d

ISVLINSNON ALY NHUNT 191 |ON

d\\
e IR I A

... V001 koW oTOt € 0opes 4IN

.. 7l -
YV W 000 afn | s10ag g > e 3

¢ ( 1pris waddoyy ¢

s ol QLT R SISO WA i e ANDAOAY )S e
O243.). %020, v o2 o, Vopoq et T boLE Sigvel | — 7

Ui Oiupx WiNolg  U0I0g0T Tl s . ..E.E-z.

e

Did NVSITINId NVONIEWIEINEd ISY.LINSNON [ LavsP S 2 Po)o

Prowiun o) mmm ey
SKTSOLY {1T0) ¥4 “SRTSOULWLTTIZLY (120) oo
oﬂa.-‘!ifj—.irﬁ-i‘-;!g_g

TR
TWONOXE SV 1NMV4
g.- @ VIAVIVI RIEIOAN SVLISHIAINA
. IDONLL NVNIGIANAd NVA 'I90TONNIL ‘LASTY NVINALNANIYN




